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PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA TABRAH TINGKAT 11 MGJ CKERTO

NCOMOR 3 TAHUN 198C
TENTAIG

SERTIPIKAT PRAKWALIFIKASL DaN

BERKAS LELANG PROYEX (DOKUMEN TENDER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH TINGKAT IT MOJOKERTO

MENIMBANG :

MINGINGAT

Bahwa berhubung beaya untuk keperluan administrasi
perjalanan dan ongkos cetak sertipikat untuk me-
laksanskan Prakwalifikasi +$erhadap pemborang -
pemborong dan beaya-beaya guna keperluan penyedia
an Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender) menjedi
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daevah Kota
madys Daerah Tingkat IT Mojokerto, maka dipandang
periu untuk memungut retribusi kepada nesing-mmeaing
pemborong yang mengiltuti  prakwalifikasi dan yang
mengikuti pelelangan proyek dari Pemerintah Daerah
yang pelaksanaazrnya ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

: 4. Undang-Undang Nomor 5 talun 1974 tentang Pokok

pokok Pemerintahan 4i Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem=
bentukan Daerah Kota Keeil dalam linghungan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa
Tengah /Jawa Barat ;

3, Undang-Undang ¥omor 12 Drt tahun 1957 tentang

MEMPERHATTKAN:

Peraturan Umumn Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Presiden Hepublik Indcnesia Nomor 14
taun 1979 tentang Pelsksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belenja Negara pasal 18.

gurat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkatl Jawa
Pimur tanggal 8 Januwari 1977 Nomor:ID 042/32/1977

tentang Penyeragaman Penyaringan Fontraktor.



Dengan perseitujuan Dewan Perwakilan Hakyat Daersh Kotamadya

Daerah Tingkat 11 Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAM-DYA DAERAH TINGKAT I1 MOJO

fﬂ

KERTO TENTANG SERTIPIKAT PRAKWA=
LIFIXKASI DiN BERKAS LELANG PROYEK
{DOKUMEN TENDER).

BaDB I
KETENTUAN UMGM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan istilah :

Pemeriniah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

11 Mojokerto ;

Kepala Dasrah, ialah Wzlikotamndya Kepala Daerah Tingkat II
Mojckerto ;

Pembormg, ialah Badan Hulum yang akan mengambil bagisn dalam
Prakwalifikasi ;

Frakwalifikasi, iamlah penyaringan para pemborong untu k dapat

ikut serta dalam pelelangan proyek yang diadakan oleh Peme

rintah Dasrah ;

Berkss Lelang Proyek ( Dokumen Tender ), ialah berkas yang di
sediakan oleh Pemerintah Daerah bagl pemborong yang mengikutd

pelelangan proyel ;

Proyek, izlah proyek-proyek yang dibesyai den melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Doerzh Kotamadya Daerah Tingkat I
Maojokerto.

BADR I
KETENTUAN PrkSYARATAN

Pasal 2

(1) Yang berhak mengiluti pralkwalifikasi ialsh pémborong yang

telah mendeftarkan / mengajukan perkenazlan kepada Pemerintah

Daeral

(2) Untuk mendapatkan sertipikat/“anda lulus delam prakwalifikasi

pemborong berkewajiban memem:ini persyaratan sesuai  dengan

ketentuan yang borlaku.



Pasal 3

(1) Bagi pembormg yeng telah memenuhi persyaratan yang ditetap
kan dan dinyatekan lulus dalan prekwalifikasi diberikan serti

pikat prakwalifikasi ;

(2) Atas peberian sertipikat dimelksud pada ayat (1) pasal ini,

pemborc g yang bersangkutan dikenalkan retribtusi.

Pagsal 4

(1) Bagi pomborong yang telah memiliki sertipikat prakwalifikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah inl dapat
mengikati pelelangan proyek yang disdaken oleh Pemerintah

Daerah ;

(2) Kepada pemborong yang mengiknil pelelangen proyek dimaksud
pada ayat {1) pasal ini diberikan De rkas lelang proyek
(dokumen tender)

(2) Atas pemberian berkas lelang proyek {dokumen tender) tersebut
pada ayat (2) pasal ini,pemborong yng bersangkutan dikeneken

retribuasi.

BAB TII
KETENTUAN RETHIBUSI

Fagal 5

(1) Besarnya retribusi sebagaimenc dimaksud pada ayat (2) pasal 3

Peraturan Daerah ini, ditetaplan sebagal berikut :

a. Perhorong yong termaguk dalam X¥lasifikasi A, sebesar:
Bpe 10.0005-- (sepulubh ribu rupiah} ;

b.‘Pemborong yang termasuk dalam klacifikasl B, sebesar:
Bp  74500,== {tujuh ribu lima ratus rupish) ;
¢. Pemborong yang termasuk dalam klesifikasi G, sebesar:

Rp- 5.000,-- (lima ribu rupish).

(2) Sertipikat prakwalifikasi beriaku selame 1 (satu) tahun

Anggarali.

Pasal 6
Besarnyn retribusi sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapken sebagal berikut :
2. Untuk proyek bangunan diperkirakan bhernilal s

1. dietas B 50.000,000,-= {lima puluh Juta rupiah), sebesar:



Bp. 50.000,~= {lima puluh ribu rupish) ;
2. diatas fip. 25.000.000,=-- (duz puluh lima juta rupiah) sampei

dengan Rp. 50.000.000,== (lima puluh juta rupiah), sebesar :
Rpe 30.000,-- {tiga puluh ribu rupiah) ;

5. diatar Bp. 10.000,000,-~ { sepuluh juta rupish) sampai
dengexi Rp. 25.000.000,-~ ( dua puluh lims juts rupish ),se -
besar R, 15.000,-- (lime belas ribu rupiah) ;

4. diatas Bp. 5.000.000,-- ( lira juta xrupish ) sampai dengan
Rpe 101.000.000,~~ (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 7.500,~-
(tujih ribu lime ratus rupiah),

b. Untuk proyek kebutuhan bahan-bahan den peralatan yang diperkire
kan bernilai :

1. diatas Bp. 50.000.000,~- (lina puluh juta rupiah), sebesaxr :
Rp. 30.000,-~ (tiga pulub ribu rupiah) ;

2. dimtas fp. 25.000.000,~~ (dua puluh lima juta zupiah) sampai
dengan Rpe 50.000.000,=- (lima puluh juta rupiah), sebesar $
Rpe 17.500,-- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

3. diatas Rp. 10.000.000,~- ( scpuluh juta rupiah ) sampai -
dengan By, 25.000.000,~= ( dua pulvh lime juta rupiah ), se-
besar Bp. 7.500,-- {tujuh ribu lime ratus rupiah) ;

4. diatas Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah) sempai dengan
fp. 10.000.000, -~ (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 2.500,=-
(dua ritu lima ratus rupiah).

Pagal 7

Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan
Daerah ini disetorkan ke Kas Tacrah.

BEAB TV
KETENTUAN PHENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanasn Peraturan Deerah ini d4i
serahkan kepada Panitia Prekwalifikasi Deerah yang dibentuk oleh
Kerala Daerah.

BAB ¥
EFETECTUAN PERALIMAN DAN PENWTOY
Paszl 9

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Deersh



ini sepanjang mengenai pelaksanaannysa ditetapkan lebih lanjut

oleh Kepala Daerah.

Pasal

(1) Peraturrn Daerah inidapat disebut Pereturan Daerah Kotamadya

Daerah ‘ingkat IT Mojokerto tentang Sertipikat Prakwalifi

kasi d+n Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender) ;

(2} Peraturan Daerah ini milai berlaku pada hari pertama sesudah

hari o mgundangannya ;

(3) Dengar berlakunya Peraturan Deerah ini, dinyatakan tidak

berleku lagi semua Peraturan - peraturan yang bertentangan

dengan Peraturan Dazerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAE TINGKAT IT MOJCKERTO

Ketusa,

Cap/ttd.

SOEHADI

Moiokerto, 24 Maret 1980

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 MOJCKERTC

Cap/tid.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573




